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zuNGKASAN (SUMMARY)

MenLrrut Undang-Undang Nomor 23 I'ahun 2014 tetang Pemerintahan Daerah

dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20l4 tentang Desa, desa adalah desa atau desa

adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur

dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan

dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

lndonesia. Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau l ang disebut dengan nama lain

dibantu perangka desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Desa memiliki wewenang di bidang penyelenggaraan pemetintahan desa,

pelaksanaan pembangunan desa. pembinaan kemasyarakatan desa, dan

pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan

adat istiadat desa. Kewenangan ini mempelihatkan pemerintahan desa selain wajib

menjalankan program pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah

daerah kabupaten, juga menjalankan program otonomi desa yang tumbuh dari

prakarsa desa sendiri menurut kehendak masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat

desa.

Dalam rangka menjalankan kewenangan di atas, pemerintah desa mempunyai

kewenangan mengatur segala ttsuran desa dengan peraturan tingkat desa. Menurut

Pasal 69 ULJ No.6 Tahun 2014 jenis peraturan tingkat desa terdiri atas peraturan

desa. peraturan bersama kepala desa, dan peraturan kepala desa. Peraturan desa



dibentuk oleh kepala desa bersama Badan Permusyalvaratan Desa (BPD), peraturan

bersanra kepala desa dibentLrk oleh dua atau lebih kepala desa yang mengatur urusan

bersama antar-desa, dan peraturan kepala desa dibentuk oleh kepala desa.

Pembentukan peraturan desa dan peraturan kepala desa wajib mengacu pada

Ketentuan Undang-Undang Nornor l2 Tahun 201 I tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan, karena pembentuk kedua peraturan tersebut merupakan

bentuk implementasi UU tersebut. Pembentuk kedua peraturan tersebut wajib

memahami peraturan dan teknik penyusunannya. Masih adanya peraturan desa yang

beragan mengindikasikan implementasi UU No. l2 Tahun 201I di Kabupaten

Indamayu masih rnenjadi permasalahan. Hal ini juga terjadi pada pembentukan

peraturan desa dan peraturan kepala desa di Kabupaten lndramayu.

UU No. 12 Tahun 20lJ yang kemudian secara khusus untuk Kabupaten

lndramayu telah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten lndramayu

Nomor 5 Tahun 2018 tentang Produk Hukum Desa telah mengatur lembaga yang

berwenang, prosedur pembentukan, sistematika, fonnat, dan teknik penyusunan

peraturan tingkat desa. Peraturan-peraturan tersebut menjadi pedoman bagi

pemerintahan desa dalam membentuk peraturan desa dan peraturan kepala desa,

sehingga pembentukannya adalah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh

peraturan di atas.

Pemerintah desa di Kabupaten Indramayu, khususnya yang rnenjadi objek

penelitian di Kecamatan Bongas dan Patrol, telah mempraktikan pembentukan

peraturan desa dan peraturan kepala desa. Hal ini terlihat dari data lima tahun

terakhir, 8 pemerintah desa di Kecarnatan Bongas telah membentuk 3l peraturan

desa dan 37 peraturan kepala desa, sedangkan 8 desa di Kecamatan Patrol telah

rrembentuk 38 peraturan desa dan 42 peraturan kepala desa. Perbedaan jumlah



peraturan yang dibuat oleh pemerintah desa di kedua wilayah kecamatan

menLrnjukkan adanya perbedaan tingkat kebutuhan pengaturan oleh pemerintah

desa. Hal ini tidak menjadi persoalan. karena pembentukannya adalah wewenang

mandiri pemerintah desa.

Secara umum pemerintah desa telah mampu membentuk kedua peraturan di

atas, namun proses dan teknik penyusunannya masih banyak yang belum sesuai

dengan UU No. l2 Tahun 201 1 . Beberapa hal yang belum sesuai adalah:

l. Proses pembentukan peraturan desa yang masih ada yang tidak melibatkan

lembaga yang berwenang. Hal ini karena masih terjadi kerlibatan formalitas

Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa.

2. Prosedur pembentukan peraturan desa dan peraturan kepala desa masih ada yang

tidak sesuai dengan prosedur yang sebenarnla. Hal ini karena masih adanya

dominasi kepala desa dalam pembentukan peraturan di desa.

3. Format peraturan yang dibantuk masih ada yang kurang menyesuaikan format

yang dtetapkan oleh UU No. l2 Tahun 2011. Hal ini karena kekurangpahaman

pemerintah desa mengenai format peraturan.

4. Teknik menyusunan bagianjudul, pembukaan. batang tubuh, dan penutup masih

ada yang belum memenuhi unsur-unsur dari bagian-bagian tersebut. Hal ini

karena aparat pembentuk peraturan tingkat desa kurang memahami hal-hal

tersebut.

5. Teknis penyusunan materi muatan ke dalam norrna atau ketentuan masih ada

yang belum memenuhi unsur addessat (sasaran) dan rnateri muatan (hal yang

diaturnya). Hal inidisebabkan oleh masih ada pembentuk peraturan yang kurang

memahami hakikat materi muatan dan teknik rrerumuskannya.
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6. Teknik penulisan bagian-bagian. sisternatika, nama pasal, nama ayat, nama butir,

norma/ketentuan, marjin, hurul'besar dan /atau hurtrfkecil, dan tanda baca masih

ada yang belum sesuai dengan UU di atas. Hal ini disebabkan oleh karena

pembentuk peraturan kurang memahami teknis penulisan dan penyusunan hal-

hal tersebut.

Permasalahan yang dihadapi oleh aparatur pemerintah desa dalam

mengimplementasikan UU No. l2 Tahun 20ll adalah belum pernah

mendapatkan pendidikan. Pelatihan, atau bimbingan implementasi UU tersebut.

Pembentuka peraturan desa dan peraturan kepala desa lebih banyak belajat

autodidak melalui internet, sehingga penguasaan keilmuan atau pengetahuan

tentang UU tersebut tidak cukup. Pembentuk peraturan desa dan peraturan kepala

clesa hanya mengikuti contoh-contoh peraturan desa dan peraturan kepala desa

yang terdapat di internet, sehingga kesalahan-kesalahan itu masih terjadi.

Terhadap permasalahan di atas penulis merekomendasikan perlu diadakan

pelatihan atau bimbingan teknis pembentukan peraturan desa dan peraturan

kepala desa kepada paratur pemerintatan desa di kedua kecamatan di atas.

Kegiatan ini dapat dilakukan dengan pola pengabdian kepada masyarakan oleh

dosen-dosen ilmu perundang-undangan kepada aparatur pemerintahan desa.

Melalui pola ini, aparatur pemerintahan desa akan rnendapatkan ilmu

pengetahuan dan teknik perundang-undangan. khususnya mengenai peraturan

tingkat desa dan tata cara pembentukannya.

Jakarta, 2 Agustus 20 l9
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BAB I

PENDAHULT]AN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak kemerdekaan tanggal l7 Agustus 1945, negara Indonesia telah berusia 74

tahun. Pada usia yang sudah cukup dervasa ini, Indonesia terus melakukan penataan

kehidupan bemegara melalui pembentukan peraturan perundang-undangan dan

penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan atas hukum. Peraturan perundang-

undangan telah dibentuk. bahkan terus dilakukan evaluasi dan penyempumaan, agar

peratr"rran perundang-undangan dapat menyesuaikan kebutuhan hukum bagt

pen,velenggaraan kehudpan bernegara yang berkembang dan dinamis.

Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dinyatakan dalam Pasal I

Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

disingkat UUD 1945) terus dipertahankan. Meskipun sering muncul gagasan

perubahan negara lndonesia menjadi negara serikat atau federal, namun sikap bangsa

Indonesia tetap mempertahankan, bahkan telah menetapkan slogan bahkan Negara

Kesatuan Republik Indonesia (disingkat (NKRI) adalah harga mati, artinya bangsa

Indonesia tidak akan mengubah bentuk negara kesatuan selama hayat di kandung

badan. Artinya pada Negara Kesatr-ran Republik Indonesia tidak terdapat bagian

wilayah dan pemerintahan yang berstatus negara. yang dikenal dengan sebutan negara

bagian. Karena itu. di dalam Negara Indonesia hanya meniiliki satu hukum dasar atau

konstitusi yaitu UIJD 1945. satu undang-undang. dan satu pemerintahan negara yaitu

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.


